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ABSTRACT 

Changes in norms in Law Number 1 of 1974 concerning marriage reach the age limit for marriage; 

improvement of norms is achieved by increasing the minimum age limit for marriage for women. In this case, the 

marriage limit for women is equated with the marriage age limit for men, namely 19 years. It is hoped that it will 

result in a lower birth rate and a lower risk of maternal and child mortality. As well as fulfilling children's rights 

and giving children as much access to education as possible. After the amendment to the Law, the Religious 

Courts of Kediri Regency experienced an increase, so the effectiveness of the Law should be questioned. So the 

writer is interested in studying the application of Law Number 16 of 2019 concerning marriage to the marriage 

dispensation. The results of research conducted by researchers regarding the effectiveness of Law No. 16 of 

2019 concerning changes to Law No. 1 of 1974 concerning marriage on dispensation of marriage at the 

Religious Court of Kediri Regency were found to be ineffective because applications for dispensation for 

marriage increased after the renewal of the law related to the age limit for marriage. There are factors causing 

the ineffectiveness of these regulations in the Kediri Regency Religious Court, namely the lack of outreach to the 

community and public awareness. There is still an increase in cases of requests for dispensation of marriage. 

Factors driving the increase in cases of marriage dispensation applications include social media, the 

environment, pregnancy out of wedlock, and education. 
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PENDAHULUAN 

        Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia, dicantumkan 

bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan 

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah 

serta negara menjamin hak anak atas kelangsungan 

hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 

7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan 

hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai 

usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita 

berusia 16 (enam belas) tahun, zketentuan ztersebut 

zmemungkinkan zterjadinya zperkawinan zdalam zusia 

zanak zpada zanak zwanita zkarena zdalam zPasal z1 zangka 

z1 zUndang-Undang zNo.  z35 zTahun z2014 ztentang 

zperubahan zatas zUndang-Undang zNomor z23 zTahun 

z2002 ztentang zPerlindungan zAnak zdidefinisikan 

zbahwa zanak zadalah zseseorang zyang zbelum zberusia 

z18 z(delapan zbelas) ztahun, ztermasuk zmasih zanak 

zyang zdalam zkandungan.    z 

Perubahan znorma zdalam zUndang-Undang 

zNomor z1 zTahun z1974 ztentang zperkawinan zini 

zmenjangkau zbatas zusia zuntuk zmelakukan 

zperkawinan, zperbaikan znorma zmenjangkau zdengan 

zmenaikkan zbatas zminimal zumur zperkawinan zbagi 

zwanita. Dalam zhal zini zbatas zminimal zumur 

zperkawinan zbagi zwanita zdipersamakan zdengan zbatas 

zminimal zumur zperkawinan zbagi zpria, zyaitu z19 

z(sembilan zbelas) ztahun. Batas zusia zdimaksud zdinilai 

ztelah zmatang zjiwa zraganya zuntuk zdapat 

zmelangsungkan zperkawinan zagar zdapat 

zmewujudkan ztujuan zperkawinan zsecara zbaik ztanpa 

zberkahir zpada zperceraian zdan zmendapat zketurunan 

zyang zsehat zdan zberkualitas. Diharapkan zjuga 

zkenaikan zbatas zumur zyang zlebih ztinggi zdari z16 

z(enam zbelas) ztahun zbagi zwanita zuntuk zkawin zakan 

zmengakibatkan zlaju zkelahiran zyang zlebih zrendah 

zdan zmenurunkan zrisiko zkematian zibu zdan zanak. 

Selain zitu zjuga zdapat zterpenuhinya zhak-hak zanak 

zsehingga zmengoptimalkan ztumbuh zkembang zanak 

ztermasuk zpendampingan zorang ztua zserta 

zmemberikan zakses zanak zterhadap zpendidikan 

zsetinggi zmungkin. 

Adanya zperubahan zketentuan zbatas zusia 

zperkawinan zpada zUU zNo. 16 zTahun z2019 ztidak 
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zmenurutkan zangka zpernikahan zdini. Di zIndonesia 

zmasih zsering zterjadi zpernikahan zdini. Pernikahan 

zdini zmerupakan zpernikahan zyang zdilangsungkan 

zoleh zcalon zsuami zdan zistri zyang zsalah zsatu zpihak 

zatau zkedua zpihak zbelum zmencapai zbatas zusia 

zpernikahan. Usia zdan ztindakan zperkawinan zbisa 

zmenjadi zsalah zsatu zpenentu zkedewasaan zseseorang, 

znamun ztidak zselalu zmenjadi zukuran zyang ztepat 

zkarena zkedewasaan zsendiri zmerupakan zsuatu 

zkeadaan zdimana zsesorang ztelah zmencapai 

zkematangan zdalam zberpikir zdan zbertindak (Rosadi, 

2015). 

Dispensasi znikah zmerupakan zpemberian zizin 

zmenikah zbagi zcalon zsuami zistri zyang zbelum 

zmencapai zusia z19 ztahun. Dispensasi znikah zdapat 

zdiartikan zsebagai zkeringanan zatau zpembebasan zbagi 

zlaki-laki zdan zperempuan zdari zsuatu zkewajiban zatau 

zlarangan zdalam zmemenuhi zpersyaratan zuntuk 

zmelangsungkan zperkawinan, zsehingga zdalam 

zmengajukan zpermohonan  dispensasi znikah zharus 

zberdasarkan zalasan zyang zmendesak. Alasan 

zmendesak zyang ztertera zdalam zUndang-Undang 

ztidak zdisebutkan zsecara zrinci zsehingga zmenciptakan 

zpeluang zbagi zmasyarakat zuntuk zmengajukan 

zpermohonan zdispensasi znikah. Adapun zdalam 

zpenerapannya, zdispensasi znikah ztidak zsemata-mata 

zdiberikan zbegitu zsaja. Dalam zsetiap zputusan, zhakim 

zharus zmempunyai zalasan zdan zdasar zdalam 

zmenetapkan zputusan zseperti zdalam zUndang-Undang 

zmaupun zhukum zyang ztidak ztertulis zdalam zUndang-

Undang. Kemudian zdalam zpertimbangannya, zhakim 

zharus zmemiliki zalasan, zdasar zhukum zserta zpasal 

zyang zdijadikan zsebagai zpatokan zdalam zmemutus 

zsuatu zperkara zagar ztercapai zsuatu zpemahaman zdan 

zdapat zditarik zkesimpulan zbukan zsekedar zmotivasi 

zsaja, zmelainkan zharus zterdapat zsistematika zdan 

zmemberikan zpemahaman zbagi zyang zmembacanya 

(Harahap, 2009). 

 

METODE PENELITIAN 

Dalam zpenelitian zini zpeneliti zmenggunakan 

zmetode zpenelitian zhukum zempiris, zyaitu zpenelitian 

zhukum zmengenai zpemberlakuan zatau zimplementasi 

zketentuan zhukum znormative zsecara zin zaction zpada 

zsetiap zperistiwa zhukum ztertemtu zyang zterjadi zdalam 

zmasyarakat z(Waluyo, z2002). 

Pendekatan zdalam zpenelitian zini zyaitu zdengan 

zsosiologis, zdimana zpendekatan zini zadalah 

zpendekatan zdengan zmelihat zsesuatu zsuatu zkenyataan 

zhukum zdimasyarakat. 

Subjek zdalam zpenelitian zini zadalah zhakim zdi 

zPengadilan zAgama zKabupaten zKediri, zsebagai 

zsumber zdata zdalam zpenelitian zataubisa zdisebut 

zdengan zinforman. 

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi 

dua yaitu (1) Sumber data primer, data yang 

diperoleh secara langsung dari narasumber terkait, 

yaitu dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten 

Kediri, (2) Sumber data sekunder, data sekunder 

adalah data dari bacaan yang berupa buku, jurnal 

maupun artikel yang sejalan dengan judul yang 

diangkat. 

Teknik zpengumpulan zdata zyang zdigunakan zdalam 

zpenelitian zini zyaitu zobservasi, zwawancara zdan 

zdokumentasi. Pengumpulan zdata zdengan zteknik 

zobservasi zadalah zpengamatan zatau zmencari zinfomasi 

zdata-data zdi zPengadilan zAgama zKabupaten zKediri 

zuntuk zdijadikan zobjek zpenelitian. 

Untuk zteknik zwawancara, zadalah zteknik zdimana 

zpeneliti zsebelumnya zmenyiapkan zpertanyaan-

pertanyaan zyang zakan zdiajukan zkepada znarasumber 

zterkait, zuntuk zmendapatkan zketerangan-keterangan 

zmelalui ztanya zjawab zdan zbertatap zmuka zlangsung. 

Pada zteknik zpengumpulan zdata zyang zterakhir 

zyaitu zdokumentasi, zyaitu zteknik zpengumpulan zdata 

zyang zbersumber zdari zcatatan, zbuku, zjurnal, zartikel, 

zUndang-undang zatau zdata-data zyang zdipergunakan 

zdan zterkait zdengan zpermasalahan zyang zditeliti. 

Adapun tahapan dalam teknik analisa data dalam 

penelitian dalam penelitian yang pertama reduksi 

data, yaitu memilih dan merangkum data-data pokok 

sesuai dengan fokus penelitian, yaitu terkait dengan 

efektivitas UU No.16 Tahun 2019 Tentang 

Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan Terhadap Dispensasi Nikah di 

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Kedua validasi 

data, teknik ini dilakukan untuk memaksimalkan 

objektivitas data penelitian. Ketiga klasifikasi data, 

yaitu pemisahan data atau memilah-milih data. Dan 

yang terakhir adalah analisis data, yaitu teknik 

penelusuran data atau proses secara sistematis untuk 

mencari dan menyusun data yang didapat.  

 

HASIL zDAN zPEMBAHASAN 

A. Alasan zPermohonan zDispensasi zNikah zDi 

zPengadilan zAgama zKabupaten zKediri 

Ada zbeberapa zalasan zyang zmelatarbelakangi 

ztingginya zpengajuan zpermohonan zdispensasi znikah 

zdi zPengadilan zAgama zKabupaten zKediri. Menurut 

zwawancara zoleh zHakim zPengadilan zAgama 

zKabupaten zKediri zDrs. H. Imam zSyafi’i zsembilan 

zpuluh zpersen zalasan zpermohonan zdispensasi znikah 

zadalah zhamil zterlebih zdulu zmeskipun zjuga zada 

zalasan zseperti zkarena zsudah zterlanjur zcinta zdan 

zmempunyai zkeinginan zserius zuntuk zmenikah, zada 

zjuga zkeinginan zorangtuanya zuntuk zsegera 

zmenikahkan zanaknya zuntuk zmenghindari zhal-hal 

zyang ztidak zdinginkan. Disamping zada zdekadensi 

zmoral zkarena zmungkin zmedsos, zpergaulan zdan 

zmungkin zsebagainya zfaktor zutamanya zitu. kalau 

zsudah zhamil zduluan zhakim zitu zakan zmelihat ztentang 

zmasa zdepan zanak zitu zsendiri zyang zsalah zitu zkan 

zorang ztuanya zbukan zanak zitu zsendiri zandai zkata 

ztidak zdiijinkan zoleh zpengadilan zterus zmasa zdepan 

zanak zitu zmau zjadi zapa. Hakim zakhirnya zapapun zya 
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zdiputuskan zistilahnya zpengadilan zitu zsebagai 

zpenyelamat zuntuk zitu zwalaupun zyang zsalah zmereka. 

Berdasarkan zpenelitian zdi zatas zyang zbersumber 

zwawancara zHakim zPengadilan zAgama zKabupaten 

zKediri. Penulis zmenarik zkesimpulan zbahwa zalasan-

alasan zpermohonan zdispensasi znikah zdi zPengadilan 

zAgama zKabupaten zKediri zadalah zsebagai zberikut: 

1. Adanya zkondisi zdarurat zhamil zdiluar znikah 

zsehingga zpernikahan zharus ztetap zdilangsungkan 

zmeskipun zbelum zmencapai zbatas zusia zyang 

zditentukan zoleh zUndang-undang zkarena zuntuk 

zmenjaga zmasa zdepan zanak zitu zsendiri. 

2. Mengikuti zkehendak zanak-anak zyang zmeminta 

zizin zuntuk zmenikah zkarena zsudah zsaling 

zmencintai zdan zmempunyai zkeseriusan zuntuk 

zberumah ztangga. 

3. Kenginan zorang ztua zkarena zanaknya zsudah 

zberpacaran zagar zterhindar zdari zhal-hal zyang 

ztidak zdiinginkan zseperti zhamil zdiluar znikah. 

 

B. Analisis zEfektivitas zUU zNo.16 zTahun z2019 

zTentang zPerubahan zAtas zUU zNo.1 zTahun 

z1974 zTentang zPerkawinan zTerhadap 

zDispensasi zNikah zdi zPengadilan zAgama 

zKabupaten zKediri zPerspektif zTeori 

zEketivitas zHukum 

Berdasarkan zhasil zpenelitian, zpeneliti ztelah 

zmemperoleh zdata zterkait zEfektivitas zDispensasi 

zNikah zdi zPengadilan zAgama zKabupaten zKediri, 

zmulai zdari ztahun z2017 zsampai ztahun z2022 zyang 

zmenjadi zfokus zpenelitian. Terkait zjumlah zdari 

zdispensasi znikah zsebagai zberikut: z 

 

Tabel z1: zData zDipensasi zNikah zdi zPengadilan 

zAgama zKabupaten zKediri zTahun z2017 zsampai 

ztahun z2022 

 

Berdasarkan zwawancara zyang zpenulis zlakukan 

zdi zPengadilan zAgama zKabupaten zKediri. Menurut 

znatrasumber zhakim zPengadilan zAgama zKabupaten 

zKediri zDrs. H. Imam zSyafi’i zmenyatakan zbahwa 

zlahirnya zUU zNo. 16 zTahun z2019 ztentang 

zperkawinan zyang zmengubah zusia zperkawinan zdari 

z16 ztahun zmenjadi z19 ztahun zuntuk zperempuan zyaitu 

zbelum zefektif zkarena zkalah zdengan zkepentingan 

zmasyarakat. Karena zhanya zsedikit znegara zyang 

zmempunyai zperan ztanggung zjawab zuntuk zgenerasi 

zkedepannya, zsehingga zdiharapkan zjika zusia 

zperkawinan zdirubah zmenjadi z19 ztahun zitu zkulitas 

zanak zbangsa zsemakin zmeningkat. Tidak zefektifnya 

zsuatu zperaturan zperundang-undangan zdapat zdilihat 

zdari zdata zkenaikan zsebelum zadanya zperubahan zdan 

zdata zkenaikan zsetelah zadanya zperubahan zUU 

ztersebut. Sebelum zdirubahnya zUU zNo. 1 zTahun 

z1974 ztersebut ztidak zterlalu zbanyak zpermohonan 

zdispensasi zperkawinan zyang zmasuk. Tetapi zdengan 

zlahirnya zUU zNo. 16 zTahun z2019 zyang zdiharapkan 

zdapat zmengurangi zperkara zdispensasi zperkawinan 

zatau zperkawinan zdibawah zumur zini zmenjadi 

zberbanding zterbalik zkarena ztidak zberkurang zjustru 

zmalah zsemakin zmeningkat. 

Kemudian ztidak zefektinya zUU zNo. 16 zTahun 

z2019 zdibuktikan zdengan zangka zperkawinan 

zdibawah zumur zdi zKabupaten zKediri zcukup ztinggi, 

zdilihat zdari zbanyaknya zpermohonan zdispensasi 

znikah zdi zPengadilan zAgama zKabupaten zKediri. Hal 

ztersebut zterjadi zkarena ztidak zterpenuhinya zsyarat 

zpelaksanaan zperkawinan zyaitu zbatas zusia 

zperkawinan zdalam zUU zNo. 16 zTahun z2019 zTentang 

zPerubahan zAtas zUU zNo. 1 zTahun z1974 zTentang 

zPerkawinan. 

Jika zdikaitkan zdengan zteori zefektivitas zhukum 

zmenurut zSoerjono zSoekanto, zdalam zhal zini zUU zNo. 

16 zTahun z2019 zTentang zPerubahan zAtas zUU zNo. 1 

zTahun z1974 zTentang zPerkawinan, zdisebabkan zoleh 

zfaktor-faktor zsebagai zberikut: z 

1. Faktor zHukum zatau zUndang-Undang 

                 zBerdasarkan zdata zpenelitian zperkara zdi zPengadilan 

zAgama zKabupaten zKediri zdan zhasil zwawancara 

zdengan zhakim zPengadilan zAgama zKabupaten 

zKediri, zterdapat zfakta ztingginya zangka zdispensasi 

znikah zdi zPengadilan zAgama zKabupaten zKediri, 

zmenunjukkan zbahwa zmasih zbanyak zpraktik 

zpernikahan zpada zusia zmuda zyang zterjadi zdi 

zKabupaten zKediri. 

        Dari zundang-undang zsendiri ztelah zmemberikan 

zpengecualian zterhadap zpembatasaan zusia zmenikah. 

Akan ztetapi zadanya zPasal z7 zayat z1 zUndang-Undang 

zNomor z16 zTahun z2019 ztentang zPerkawinan ztetap 

zmenjadi zprioritas. Karena zjika zmelakukan 

zpengecualian zpada zayat z2, zmaka zkonsekuensinya 

zharus zmelakukan zdispensasi znikah zterlebih zdahulu 

zke zPengadilan.  

2. Faktor zpenegak zhukum 

        Berdasarkan zpenelitian zpenulis zterhadap zperkara 

zdispensasi zyang zdiajukan zdi zPengadilan zAgama 

zKabupaten zKediri zada zyang zdikabulkan zdan zjuga 

zada zyang ztidak, ztapi zhamper z100% zdikabulkan zoleh 

zMajelis zHakim. Oleh zsebab zitu, zUU zNo. 16 zTahun 

z2019 zperlu zditinjau zkembali zuntuk zkeefektifannya 

zsebagai zpayung zhukum zdalam zperkawinan. 

NO TAHUN JUMLAH 

1 2017 134 

   z2 2018 121 

3 2019 206 

4 2020 585 

5 2021 576 

6 2022 569 
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Sedangkan zpasal z7 zayat z(2) zUU zNo. 16 zTahun z2019 

ztentang zperubahan zatas zUU zNo. 1 zTahun z1974 

zmenyatakan zbahwa zterjadi zpenyimpangan zterhadap 

zketentuan zumur zsebagaimana zdimaksud zpada zayat 

z(1) zorang ztua zpihak zlaki-laki zmaupun zpihak zorang 

ztua zperempuan zyang zingin zmenikahkan zanaknya 

zyang zusianya zkurang zmenurut zUU zdapat zmeminta 

zpermohonan zdispensasi zpernikahan zdi zPengadilan 

zAgama zjika zyang zberagama zIslam zdan zdi 

zPengadilan zNegeri zjika zyang zberagama zselain 

zIslam, zdengan zalasan zsangat zmendesak zdisertai 

zbukti-bukti zpendukung zyang zcukup. Adanya zayat 

z(2) zmembuka zpeluang zuntuk zmelakukan zpernikahan 

zdi zbawah zumur zkarena ztanpa zdidampingi zoleh zayat 

zatau zpasal zyang zmengatur ztentang zsanksi. 

        Berdasarkan uraian diatas bisa dipahami bahwa 

penegak hukum tidak hanya terlibat dalam 

pembuatan peraturan namun juga sebagai penunjang 

untuk mengefektifkan peraturan. Penegak hukum 

inilah yang terjadi sangat lemah. Karena yang terjadi 

belum konsistensi terhadap program yang ada. 

3. Faktor zSarana zdan zFasilitas zPendukung z 

Berdasarkan zpenelitian zsarana zatau zfasilitas 

zmemiliki zperan zpenting zdalam zkeefektifan 

zmendukung zdan zmenjalankan zperaturan zperundang-

undangan. Oleh zkarena zitu zsarana zdan zfasilitas zharus 

zdibekali zsehingga zdapat zmenunjang zkefektifan 

zdalam zmenjalankan zperundang-undangan. 

4. Faktor zMasyarakat 

Salah zsatu zfaktor zmembuat zefektifnya zsuatu 

zperaturan zadalah zmasyarakat. Efektivitas zhukum 

ztergantung zpada zkeaadaran zmasyarakat zuntuk 

zmematuhi zsuatu zperaturan. Kepatuhan ztersebut 

zdapat zdilihat zpada zpengetahuan zmasyarakat 

zterhadap zhukum zsebagai zsalah zsatu zfaktor zpenyebab 

zefektifnya ztidak zUU ztersebut. Mayoritas 

zpengetahuan zmasyrakat zterhadap zUU zno. 16 zTahun 

z2019 ztentang zPerubaha zAtas zUU zNo. 1 zTahun z1974 

zTentang zPerkawinan zbelum zmerata zdibuktikan 

zdengan zmeningkatnya zpermohonan zdispensasi 

zpernikahan. Maka zdari zitu zperlu zadanya zproses 

zsosialisasi zyang zdilakukan zoleh zlembaga-lembaga 

zpemerintah zyang zumumnya zmengurusi 

zkependudukan zdan zkemasyarakatan. Sosialisasi 

zdapat zdilakukan zdi zberbagai ztempat zseperti 

zLembaga zpendidikan, zpusat zkomunitas, zsosialisasi 

zmelalui zmedia zmassa, zdan zlain zsabagainya. 

Berdasarkan zfakta-fakta ztersebut, zdapat zdipastikan 

zbahwa ztujuan zdari zUU zNo. 16 zTahun z2019 zTentang 

zPerubahan zAtas zUU zNo. 1 ztahun z1974 zTentang 

zPerkawinan zuntuk zmenaikkan zumur zperkawinan 

zbagi zperempuan zmenjadi z19 ztahun ztidak zakan 

zefektif zdi zKabupaten zKediri zkarena zkurangnya 

zkesadaran zmasyrakat zuntuk zmenaanti zperaturan 

ztersebut. 

5. Faktor zKebudayaan 

Budaya zdapat zmenjadi zsuatu zgaris zpokok ztentang 

zperilaku zyang zmenetapkan zperaturan ztentang zapa 

zyang zharus zdilakukan, zdan zapa zyang ztidak zboleh 

zdilakukan. Kebudayaan zdi zIndonesia zyaitu 

zberdasarkan zpada zhukum zadat. Hukum zadat 

zmerupakan zhukum zkebiasaan zyang zberlaku 

zdikalangan zmasyarakat zIndonesia. Di zsamping zitu, 

zberlaku zpula zhukum ztertulis z(perundang-undangan). 

Salah zsatu zfaktor zpenentu zefektifitas zUU zNo. 16 

zTahun z2019 ztentang zPerubahan zAtas zUU zNo. 1 

ztahun z1974 zTentang zPerkawinan zdapat zmemberikan 

zjaminan zbagi zperempuan zuntuk zmenempuh 

zpendidikan zselama z12 ztahun zyaitu zsampai ztamat 

zSMA. Tetapi zdalam zmasyarakat zdi zpedesaan zmasih 

zterdapat zanak zyang zhanya ztamat zSMP. Dalam xadat 

xistiadat xsetempat xjika xanaknya xsudah xtamat xsekolah 

xapalagi xsudah xdilamar xoleh xkekasihnya xmaka xharus 

xsegara xdinikahkan. Jika xhanya xtamat xSMP xlangsung 

xmenikah, xmaka xumur xuntuk xmencapai xbatas 

xperkawinan xdalam xUU xNo. 16 xTahun x2019 xyaitu 

x19 xtahun xmasih xkurang xjauh x(Soekanto, x2005). 

 

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-ba 

sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Penulis menarik kesimpulan bahwa alasan-alasan 

permohonan dispensasi nikah di Pengadilan 

Agama Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut: 

a) Adanya kondisi darurat hamil diluar nikah 

sehingga pernikahan harus tetap dilangsungkan 

meskipun belum mencapai batas usia yang 

ditentukan oleh Undang-undang karena untuk 

menjaga masa depan anak itu sendiri. 

b) Mengikuti kehendak anak-anak yang 

meminta izin untuk menikah karena sudah saling 

mencintai dan mempunyai keseriusan untuk 

berumah tangga. 

c) Kenginan orang tua karena anaknya sudah 

berpacaran agar terhindar dari hal-hal yang tidak 

diinginkan seperti hamil diluar nikah. 

2. UU xNo. 16 xTahun x2019 xTentang xPerubahan 

xAtas xUU xNo. 1 xTahun x1974 xTentang 

xPerkawinan xterhadap xdispensasi xnikah xdi 

xPengadilan xAgama xKabupaten xKediri xyang 

xmengubah xusia xperkawinan xbagi xperempuan 

xdari x16 xtahun xmenjadi x19 xtahun, xdinilai xbelum 

xefektif xkarena xkalah xdengan xkepentingan 

xmasyarakat. Tidak xefektifnya xdapat xperaturan 

xtersebut xdapat xdilihat xdari xdata xmeningkatnya 

xpermohonan xdispensasi xnikah sebelum dan 

sesudah adanya perubahan Undang-Undang. Jika 

dikaitkan dengan teori efektivitas hukum oleh 

Soerjono Soekanto terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi efektivitas hukum tersebut yaitu 

faktor hukum, penegak hukum, sarana atau 

fasilitas hukum, masyarakat, dan kebudayaan. 
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Saran 

        Setelah melakukan penelitian terhadap 

efektivitas UU No. 16 Tahun 2019 terhadap 

perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan terhadap dispensasi nikah di Pengadilan 

Agama Kabupaten Kediri, penulis mempunyai saran 

yaitu: 

       Untuk xmencegah xperkawinan xpada xusia xdini 

xsebaiknya xpemerintah xmengadakan xsosialisasi 

xterhadap xmasyarakat xtentang xbatas xusia xyang xdiatur 

xdalam xUU xNo. 16 xtahun x2019 xatas xperubahan 

xterhadap xUU xNo. 1 xTahun x1974 xtentang 

xPerkawinan. Memberikan pemahaman kepada 

masyarakat baik orang tua maupun remaja untuk 

mencegah terjadinya perkawinan dini, memberikan 

edukasi tentang bahaya perkawinan dini, dan 

pembatasan usia perkawinan yang ideal menurut UU 

tersebut. 
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